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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia merupakan makhluk sosial yang bermasyarakat dengan cara 

berinteraksi dengan manusia lainnya, maka dari itu diperlukan aturan-aturan yang 

dapat mengatur kepentingan diantara manusia satu dengan manusia lainnya. Aturan-

aturan itu dinamakan hukum, yang berisi perintah, larangan dan sanksi bagi yang 

melanggarnya. 1  Tanah merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup bangsa 

Indonesia. Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka 

diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan 

dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Memiliki tujuan untuk 

memberi kepastian dalam hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah 

masyarakat, juga untuk mencegah dan mengurangi sengketa dan konflik dalam hukum 

pertanahan.2 

 Kebijakan dasar pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari sekian sektor 

                                                             
1 Anggriani Jum, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal 5. 
2 http://eprints.ums.ac.id/12464/2/BAB_I.pdf , Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2019. 
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pembangunan, kebijakan terhadap legalitas tanah menjadi bagian yang sangat penting 

bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum terhadap lahannya, baik lahan 

untuk permukiman maupun lahan untuk usaha. Masyarakat bisa lebih produktif jika 

lahan yang dimilikinya telah memiliki kepastian hukum. 

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan utama 

pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, yang menyatakan bahwa: 

 “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. 

 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah 

menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas 

hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Demikian 

pula soal tanah, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap 

status tanah yang dikuasai masyarakat atau badan usaha. Negara Indonesia telah 

menjamin hak rakyatnya.Sebagai negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung 

tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya 

di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak terkecuali.3 

 Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang 

disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UPPA), adalah untuk digunakan atau 

dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak 

                                                             
3  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 

Djambatan, Jakarta, 2008. hal 14. 
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akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan 

bumi saja. Untuk keperluan apa pun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan 

sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.4 

 Masalah yang biasanya diperdebatkan oleh masyarakat yang belum memiliki 

bukti kepemilikan atau sertifikat hak atas tanah. Persengketaan tersebut dapat 

menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang dapat 

menimbulkan banyak korban. Maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna 

memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat 

atas kepemilikan hak atas tanah. Namun kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah 

sebagai tanda bukti kepemilikan, pembuktiannya masih bisa dilumpuhkan oleh alat 

bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya sehingga tidak bersifat mutlak. 

 Kepastian hukum penting untuk mengatur kehidupan masyarakat adil, dapat 

menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak 

hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat 

dipergunakan negara dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Demikian pula 

mengenai lahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di dalam Pasal 19 menyatakan untuk menjamin 

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi: 

                                                             
4 Ibid, hal 18. 
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a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat.5 

 Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum 

dikenal dengan sebutan Rechts Cadaster atau Legal Cadaster. Jaminan kepastian 

hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status 

hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dak kepastian objek hak. Pendaftaran tanah 

ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran 

tanah yang Rechts Cadaster, adalah Fiscaal Cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang 

bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah. Pendaftaran 

tanah ini menghasilkan surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang 

dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT PBB).6 

 Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan adanya setiap 

jengkal tanah di mata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya. 

Misalnya, tanah Hak Milik jelas bukan tanah Negara dan berbeda  kriterianya dengan 

tanah-tanah Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai.Begitupun siapa-siapa 

                                                             
5  F.X. Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, Penerbit Universitas Lampung Bandar 

Lampung, 2015, hal 17. 
6 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2010), hal. 2. 



5 
 

saja yang boleh menguasai atau memilikinya serta peruntukan penggunaan tanahnya 

mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak 

lainnya wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN). Bukti bahwa tanah 

tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah yang sekaligus sebagai bukti penguasaan 

atau pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam 

rangka rechtscadaster (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti 

yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan 

sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.7 

 Pendaftaran tanah merupakan prasayarat dalam upaya menata dan mengatur 

peruntukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah termasuk untuk mengatasi 

berbagai masalah pertanahan. Pendaftaran tanah ditujukan untuk memberikan 

kepastian hak dan perlindungan hukum perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 

tanah dengan pembuktian sertifikat tanah, sebagai instrumen untuk penataan 

penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai instrumen pengendali dalam 

penggunaan dan pemanfaatan tanah.8 

                                                             
7  Arie S. Hutagulung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta: Lembaga 

Pemberdayaan Hukum Indonesia, Agustus 2005, hal. 81. 
8 J. B Daliyo dkk, Hukum Agraria I, Cetakan 5, Jakarta: Prehallindo, 2001, hal. 80. 
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 Sertifikat dapat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang 

namanya tercantum dalam sertifikat. Pemberian sertifikat dimaksudkan untuk 

mencegah sengketa kepemilikan tanah. Dengan kepemilikan sertifikat, pemilik tanah 

dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.9  

 Pada umumnya permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah harus 

menempuh suatu prosedur yang ditentukan oleh BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten/ Kota selaku instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat. Di samping 

harus menempuh prosedur yang ditentukan, pemohon juga harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara sepihak oleh BPN (melalui Peraturan 

Kepala BPN). Prosedur dan persyaratan itu berbeda-beda tergantung dari jenis hak atas 

tanahnya.10 

 Kompleksnya masalah pendaftaran tanah menjadi salah satu pokok perhatian 

pemerintah. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah yang melalui 

Kementerian ATR/BPN meluncurkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

sebagai Program Prioritas Nasional. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Program ini dimaksudkan untuk golongan masyarakat menengah sampai 

dengan golongan ekonomi rendah dapat memiliki sertifikat hak atas tanah dengan biaya 

                                                             
9 Adi Kusnadi, Laporan Teknis Intern tentang Masalah Hukum Perubahan Status, Jakarta, 1999, hal. 15 
10 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Edisi I, Cetakan 4,  Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 56. 
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murah, serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas 

tanah. 

 Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dituangkan dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap, 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, serta 

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 

Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. 

 Atas dasar ketentuan di atas, perlu adanya tindakan pemerintah serta kesadaran 

masyarakat dalam rangka pendataan tanah demi terwujudkan tertib administrasi, tertib 

hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pendaftaran 

tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti 

kepemilikan hakatas tanah. Namun dalam pelaksanaannya, pasti ada hambatan, baik 

dalam pelaksanaan administrasi, dari masyarakat itu sendiri maupun bentuk 

perlindungan hukum pada peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). 11 Pemegang hak atau tanah berhak mendapatkan bukti otentik yang 

                                                             
11 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Surabaya, 

2002, hal 40 
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berkekuatan hukum tentang kepemilikan tanahnya dari lembaga yang berwenang, yaitu 

Badan Pertanahan Nasional. 

 Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan PTSL 

adalah ketersediaan peraturan-perundang-undangan yang melindungi proses dan 

produk PTSL. Di antaranya dalam masalah lamanya waktu pengumuman serta proses 

pemeriksaan data yuridis yang tidak melalui proses ajudikasi (sidang pemeriksaan 

tanah di lapangan). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai terobosan 

kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat 

tanah atas kepemilikan tanahnya namun perlu dikaji kembali bentuk perlindungan 

hukum bagi para peserta PTSL sebagai bentuk terwujudnya kepastian hukum dalam 

mendapatkan legalitas atas tanah yang notabene tanah sebagai objek yang rawan akan 

sengketa dan konflik. 

 Berdasarkan latar belakang di atas melaksanakan penelitian dan mengkaji 

permasalahan mengenai pendaftaran tanah secara sistematis lengkap berikut masalah-

masalah yang terjadi di lapangan dan bentuk perlindungan hukumnya dalam hal ini 

dalam ruang lingkup kabupaten Blora sebagai wilayah penelitian sebagai bahan 

penyusunan tesis dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta 

Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Kabupaten Blora.” 

 

B. Rumusan Masalah 
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 Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas dapatlah dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 

di Kabupaten Blora? 

2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi peserta program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Blora? 

3. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Blora dan solusinya? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa pelaksanaan program 

pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Blora;  

2. Untuk mengetahui,  mengkaji, dan menganalisa bentuk perlindungan hukum 

bagi peserta program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di 

Kabupaten Blora;  

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa hambatan-hambatan dan solusi 

dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di 

Kabupaten Blora. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Tata Negara dengan 

kajian mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tanah yang 

belum bersertifikat pada wilayah Kabupaten Blora, bentuk perlindungan hukum bagi 

peserta program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang berdasarkan 

yuridis, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis 

lengkap (PTSL) di Kabupaten Blora. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 

2019-2020. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi meupun segi praktis 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

menambah khasanah ilmu hukum khususnya hukum tata negara bagi 

lingkungan civitas akademikia Universitas Sultan Agung Semarang berkenaan 

dengan perlindungan hukum peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap. 

2. Manfaat Praktis  
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a. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, sebagai sumbangan 

pemikiran dalam mengoptimalkan perlindungan, kepastian, dan 

pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap; 

b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis 

lengkap. 

 

F. Kerangka Konseptual  

a) Perlindungan Hukum 

 Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal 

protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts 

bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata 

yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan 

sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.12 Hukum adalah Hukum 

berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya 

perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan 

cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

                                                             
12  Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/perlindungan, Diakses Pada 

Tanggal 1 November 2019. 

https://kbbi.web.id/perlindungan
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 Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi 

bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh 

karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga 

negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat 

bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia 

tanpa membeda-bedakan. 

 Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, 

yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, 

pelayanan medis, dan bantuan hukum.13 Menurut Setiono, perlindungan hukum 

adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan 

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, 

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.14 

 Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan 

hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat 

                                                             
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, hal. 133. 
14  Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana 

Univeristas Sebelas Maret, 2004, hal 3. 
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agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.15 Karena 

sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan 

(pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk 

adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang 

bersifat preventif dan represif.16 

b) Sertifikat Hak Atas Tanah 

 Sertifikat menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 

huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, 

tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang 

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

Sertifikat hak atas tanah membuktikan, bahwa seseorang atau suatu badan 

hukum mempunyai suatu hak atas suatu bidang tanah dan surat ukur. 17 

Sertifikat yang belum dilengkapi dengan surat ukur disebut sertifikat sementara 

yang baru dilengkapi gambar situasi sebagai petunjuk objek.18 

 Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun terdiri atas salinan buku 

tanah dan surat ukur atas tanah bersama dilengkapi dengan gambar denah 

                                                             
15 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53. 
16 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, 

hal 2. 
17  Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 
18 Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. 
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tingkat rumah susun yang bersangkutan, dan perselaan mengenai besarnya 

bagian hak atas tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama.19 

 Dasar hukum kekuatan pembuktian sertifikat terdapat dalam Pasal 32 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagai berikut: 

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 

yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” 

 

 Menurut penjelasan pasal tersebut, sertifikat merupakan tanda bukti 

yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik 

dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang 

benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam 

sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat 

ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur 

tersebut.20 

c) Pendaftaran Tanah  

 Pendaftaran tanah merupkan kegiatan mendaftarkan suatu hak milik 

atas tanah supaya mempunyai kekuatan hukum. Indonesia terdapat tiga periode 

sejarah pendaftaran tanah di Indonesia yang dikemukakan oleh C.G Van Huls 

yaitu:21 

                                                             
19 Pasal 9 Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 
20  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, 

Jakarta:Djambatan, 2002, hal 32. 
21 Supriyadi, Hukum Agraria, Sinar grafika, Palu, 2006, hal 153. 
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a. Periode kacau balau ( De Chootisce periode ). Sebelum Tahun 1837; 

b. Periode ahli ukur Pemerintah (De periode Van Gauverments 

Landmatter ) Tahun 1837-1875; 

c. Periode Jawatan Pendaftaran Tanah (De periode Van Den Kadastralan 

Dienst) sesudah 1875. 

  Pendaftaran tanah adalah mendaftarkan tanah yang masih berstatus 

tanah milik adat menjadi tanah yang mempunyai hak yang melekat pada tanah 

tersebut. Pendaftran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 

terusmenerus,berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan,dan penyajian serta pemeliharaan data-data Yuridis, 

dalam bentuk peta. Daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan 

rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah 

yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya.22 

  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini merupakan 

penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah no 10 Tahun 1961 Pasal 19 (ayat 2) 

yang pendaftaran tanah hanya meliputi; Pengukuran, pemetaan, pembukuan 

tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak 

sebagai tanda bukti yang kuat. 23 Pendaftaran untuk pertama kali atau 

                                                             
22 Samun Ismaya, Hukum administrasi pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 82. 
23 Urip Santoso , Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenamedia Grup,2010, hal 14. 
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pembukuan sesuatu hak atas tanah berguna supaya kita bisa menentukan secara 

memuaskan siapa yang berhak atas suatu tanah serta batas-batas dari tanah itu.24 

d) Sistematis  

  Menurut Abdulkadir, sistematis adalah berpikir serta berbuat yang 

bersistem, yaitu berurutan, runtun, serta tidak tumpang tindih. 25  Pengertian 

sistematis dalam metode ilmiah menurut Sugiyono yaitu suatu proses yang 

dipakai dalam penelitian dengan menggunakan berbagai langkah yang bersifat 

logis. 26  Sistematis adalah suatu bentuk usaha untuk menguraikan serta 

merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur 

sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu yang mampu 

menjelaskan berbagai rangkaian sebab akibat yang terkait suatu objek tertentu. 

  Berpikir secara sistematis merupakan sebuah pendekatan holistik untuk 

memandang sebuah masalah secara menyeluruh dimana elemen-elemen di 

dalamnya saling berinteraksi satu sama lainnya. Dalam pemikiran ini, harus 

menekankan semua hubungan berbagai elemen, sehingga mendapatkan solusi 

terbaik. Dengan menggunakan cara berpikir ini, solusi yang diberikan lebih 

relistis dan akurat. 

  

G.  Kerangka Teori  

                                                             
24 A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal 164 
25 Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal 31. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, 2010, hal 27. 
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a) Teori Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State Theory) 

 Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.27 Artinya, negara 

dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam 

konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan 

pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, 

yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil 

ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan. Menurut 

Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham 

sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai 

simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis Liberalis. 

 Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat : 

“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the 

condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals 

and social groups and the coorporation for other ends than more existence and 

propagation.”28 

 

 Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan 

bahwa untuk mencapai Social Welfare, yang pertama harus diketahui adalah 

apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban 

tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunsteds mengenai sosial 

welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia 

                                                             
27 Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu 

Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hal 225. 
28 Ibid, hlm 9 
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ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia 

yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak. 

 Melihat pandangan mengenai social welfare tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk 

berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat 

dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala 

nilainilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak 

akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang 

berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan 

bangsa. 

 Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan 

kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas 

berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok 

bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan 

seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas The risk of 

unemployment, accident, ilness, old age, and death of the breadwinner must be 

covered largely through welfare provisions of the state.29 

 Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut 

dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko 

                                                             
29 Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sosiological Introduction, California: 

Standford University Press, 1992, hal 126. 
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fundamental dan kelompok berisiko khusus. 30  Dalam negara kesejahteraan, 

menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus 

mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko 

fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau 

sebagaian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko 

khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga 

dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.31 

 Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat 

digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang 

mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar 

tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai 

motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa 

mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam 

kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam 

konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara 

wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam 

tahapan sebaga negara kesejahteraan. 

 Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara 

Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para 

                                                             
30 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet, II . Mutiara Sumber 

Widya, Jakarta, 1987, hal 7 
31 Ibid 



20 
 

Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang 

akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (walvaarstaat) bukan “Negara 

Penjaga Malam” (nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait konsepsi negara 

kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara 

Pengurus”. 32  Prinsip Welfare State dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat 

ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan 

aspek sosial ekonomi. 

 Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi 

Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) 

dan bahkan konstitusi sosial (social constitution) sebagaimana juga terlihat 

dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, 

Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh 

menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, nampak 

dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-

negara sosialis.33 

 Di dalam UUD NRI Tahun 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul 

khusus Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem 

perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok 

                                                             
32 M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, 

Jakarta, 1959, hal 299. 
33 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, 

hal 124. 
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lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, 

kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan flatform sistem perekonomian dan 

sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang 

menganut faham “Negara Kesejahteraan" (welfare state) dengan model 

“Negara Kesejahteraan Partisipatif” (participatory welfare state) yang dalam 

literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau 

welfare pluralism. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil 

bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial 

(sosial security), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan 

masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto, Kedua pasal tersebut merupakan 

suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD NRI Tahun 

1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional 

akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial. 

 Marsilam Simanjuntak mengatakan bahasa dengan dilakukannya 

beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh sebagai 

negara hukum yang hidup di tengah-tengah peradaban yang maju dan modern, 

negara hukum yang melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak-hak 

asasi manusia secara lebih progresif.34 Menurut Hamid S. Atamimi Negara 

Indonesia sejak didirikan telah bertekad menetapkan diri sebagai negara yang 

                                                             
34 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara: Ghalia Indonesia, 1994, hal 161. 
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berdasar atas hukum, sebagai Rechtsstaat. Bahkan rechtsstaat Indonesia itu 

ialah rechtsstaat yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan 

kehidupan bangsa” dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.” Rechtsstaat itu ialah rechtsstaat yang materiil, yang sosialnya, yang 

oleh Bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan Verzorgingsstaat.35 

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar 

atas hukum adalah berupa kewajiban negara dan pemerintah untuk 

mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam 

suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat. Dimensi  ini secara spesifik melahirkan paham negara 

kesejahteraan (Verzorgingsstaat, welfare state). 

b) Teori Perlindungan Hukum 

 Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula 

dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam 

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid 

Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal 

dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 

aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan 

                                                             
35 Ibid, hal 18 
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secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui 

hukum dan moral.36  

 Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara 

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang 

diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat.37 

 Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari 

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang 

dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: 

                                                             
36 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 53. 
37 Ibid, hal 54. 
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a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut; 

b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmat martabatnya sebagai manusia; 

c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama 

manusia; 

d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada 

dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan 

dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi 

rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). 

Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan 

perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) 
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terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja 

terhadap pengusaha.38 

 Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum 

adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan 

menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain 

itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila 

dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai 

perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, 

menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang 

dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan 

hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak 

ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa 

berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.39 

 Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang 

kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan 

perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena 

setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat 

penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan 

hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan 

                                                             
38 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 10. 
39 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hal 38. 
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perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan 

masyarakat yang diatur oleh hukum. 

 Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi 

hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa 

interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum 

yang member penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar 

ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. 

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada 

pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum 

terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk 

mengetahui makna Undang-Undang. Pembenarannya terletak pada kegunaan 

untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan 

metode itu sendiri.40 

 Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum 

(rechtsvinding), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman 

memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan 

penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh 

masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. 

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna 

undang-undang.41 

                                                             
40 Ibid 
41 Ibid 
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 Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara 

merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-

tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik 

yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan 

hukum. 

H. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses yang panjang dari usaha manusia untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang 

menjadi suatu penelitian. Agar peneliti mendapat hasil yang baik maka tidak lepas dari 

suatu metode yang benar, yaitu metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Menurut Soerjono Soekamto metode penelitian adalah ”Suatu metode 

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa 

dan dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut”. 

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode Pendekatan 
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Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan 

asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis 

merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang 

sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti denga kata lain 

memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi. Metode ini berarti bahwa 

dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek 

di masyarakat. 

b. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi 

penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, 

menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum peserta permohonan sertifikat hak atas tanah 

melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). 

c. Sumber Data 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber 

pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 



29 
 

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: 

a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 

Republik Indonesia; 

e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 

Sistematis Lengkap; 

f. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 

25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. 

 

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari: 

a. Buku-buku; 
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b. Rancangan Undang-Undang; 

c. Hasil penelitian ahli hukum; 

d. Tesis, Skripsi, Disertasi. 

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari: 

a. Kamus Hukum; 

b. Kamus besar bahasa Indonesia; 

c. Pedoman ejaan yang disempurnakan; 

d. Ensiklopedia. 

 

d. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Observasi Lapangan 

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati 

secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang 

sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau ekplorasi, dimana 

kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan 

wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan 
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data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait yaitu 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Wawancara yang dilakukan melalui 

narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yaitu Suroso Adi Budi 

dan Nurcholis sebagai tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Blora. 

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen 

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka 

adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, 

perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum. 

 

e. Metode Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur 

selanjutnya dilakukan proses editing, editing untuk memeriksa atau meneliti data yang 

diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

kenyataan dan didalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta 

melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk 

uraian. 

 

 

f. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, 

yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh 



32 
 

melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang 

diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data 

yang jelas mengenai pokok permasalahanya.  

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori Hukum, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, 

Tinjauan Umum Sertifikat Hak Atas Tanah, Tinjauan Umum Kebijakan Publik, 

Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepemilikan Tanah dalam 

Perspektif Hukum Islam. 

 BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari:  pelaksanaan program 

pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Blora, bentuk perlindungan 

hukum bagi peserta program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang 

berdasarkan yuridis, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran 

tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Blora. 
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BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 


